SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bogor Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran  Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
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Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bogor Nomor 132);
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23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
Dan
WALI KOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.127.361.919.483,00
bertambah sejumlah Rp154.285.753.659,00 sehingga menjadi
Rp3.281.647.673.142,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp3.043.216.144.623,00

2. Bertambah Rp140.035.308.060,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.183.251.452.683,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp3.117.067.773.487,00

2. Bertambah Rp154.285.753.659,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp3.271.353.527.146,00
Defisit setelah perubahan Rp88.102.074.463,00

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp84.145.774.860,00

b) Bertambah Rp14.250.445.599,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp98.396.220.459,00
perubahan
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2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp10.294.145.996,00
b) Bertambah Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan Rp10.294.145.996,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp88.102.074.463,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a
bersumber dari:

a.

(1)

Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp1.437.509.600.344,00

2. Bertambah Rp23.590.463.518,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp1.461.100.063.862,00
Pendapatan Transfer

1. Semula Rp1.605.706.544.279,00

2. Bertambah Rp116.444.844.542.00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

perubahan Rp1.722.151.388.821,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
bersumber dari:
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp1.016.572.839.000,00

2. Berkurang Rp31.772.839.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp984.800.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp374.259.143.423,00

2. Bertambah Rp42.972.641.996,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp417.231.785.419,00
perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula Rp33.064.860.644,00
2. Bertambah Rp1.472.303.118,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan setelah Rp34.537.163.762,00
perubahan
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp13.612.757.277,00
2. Bertambah Rp10.918.357.404,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang
sah setelah perubahan Rp24.531.114.681,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat
1. Semula Rp1.297.598.702.000,00
2. Bertambah Rp73.208.455.566,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat setelah perubahan Rp1.370.807.157.566,00

b. Transfer Antar Daerah
1. Semula Rp308.107.842.279,00
2. Bertambah Rp43.236.388.976,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah setelah perubahan Rp351.344.231.255,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp0,00

perubahan
b. Dana Darurat

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai Rp0,00

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan

Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri
dari:
a. Belanja Operasi
1. Semula Rp2.695.303.160.764,00
2. Bertambah Rp145.132.286.101,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.840.435.446.865,00
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b. Belanja Modal
1. Semula Rp327.782.083.340,00
2. Bertambah Rp94.325.246.941.,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

c. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp92.112.529.383,00
2. Berkurang Rp84.962.529.383,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan

d. Belanja Transfer
1. Semula Rp1.870.000.000,00
2. Berkurang Rp209.250.000,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 6

Rp422.107.330.281,00

Rp7.150.000.000,00

Rp1.660.750.000,00

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.

Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula Rp1.220.115.717.333,00
2. Bertambah Rp52.711.954.839,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Belanja Barang dan jasa

1. Semula Rp1.261.223.052.335,00
2. Bertambah Rp74.526.027.362,00
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah
perubahan

Belanja Bunga

1. Semula Rp7.750.000.000,00
2. Berkurang Rp250.000.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

Belanja Subsidi

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Belanja Hibah

1. Semula Rp171.671.641.096,00
2. Bertambah Rp8.406.109.400,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp34.542.750.000,00
2. Bertambah Rp9.738.194.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan

Rpl1.272.827.672.172,00

Rp1.335.749.079.697,00

Rp7.500.000.000,00

Rp0,00

Rp180.077.750.496,00

Rp44.280.944.500,00
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(2)

(3)

(4)

= A
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Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas
belanja tidak terduga, yaitu:

a.

Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp6.155.150.436,00
2. Berkurang Rp730.003.136,00
Jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp82.021.148.307,00
2. Bertambah Rp60.402.519.809,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp138.714.305.394,00
2. Bertambah Rp12.218.183.572,00
Jumlah Belanja Modal gedung dan
bangunan setelah perubahan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1. Semula Rp91.727.484.945,00
2. Bertambah Rp22.434.546.696,00
Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan
irigasi setelah perubahan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp9.088.994.258,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya
setelah perubahan

Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp75.000.000,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp5.425.147.300,00

Rp142.423.668.116,00

Rp150.932.488.966,00

Rp114.162.031.641,00

Rp9.088.994.258,00

Rp75.000.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a.
b.

Semula Rp92.112.529.383,00
Berkurang Rp84.962.529.383,00
Jumlah belanja Tidak terduga setelah
perubahan

Rp7.150.000.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri dari
jenis belanja:

a.

Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah
perubahan

Rp0,00
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b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp1.870.000.000,00
2. Berkurang Rp209.250.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah Rp1.660.750.000,00
perubahan
Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c
terdiri dari jenis belanja:
a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp84.145.774.860,00
2. Bertambah Rp14.250.445.599,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan Rp98.396.220.459,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp10.294.145.996,00
2. Bertambah Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan Rp10.294.145.996,00
Pasal 8
(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp40.000.000.000,00
2. Bertambah Rp14.250.445.599.,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
tahun  anggaran  sebelumnya  setelah

perubahan Rp54.250.445.599,00
b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp38.648.742.600

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

perubahan Rp38.648.742.600
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah

perubahan Rp0,00
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e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman

1. Semula Rp5.497.032.260,00
2. Bertambah Rp0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman setelah perubahan Rp5.497.032.260,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp0,00

2. Berkurang Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang

1. Semula Rp10.294.145.996,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang

setelah perubahan Rp10.294.145.996,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah

perubahan Rp0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp0,00

sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

¥4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
. memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau
masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran Il : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI . Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dengan Rancangan Perubahan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program
Prioritas Daerah

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah.

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI

.'; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
Al memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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Pasal 11
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(9/183/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya

LOILR:LEVS Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I
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KOTA BOGOR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lampiran | :

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Daerah
Nomor : 9 Tahun 2024

Tanggal : 30 September 2024

JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.437.509.600.344,00 1.461.100.063.862,00 23.590.463.518,00
4.1.01 Pajak Daerah 1.016.572.839.000,00 984.800.000.000,00 -31.772.839.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 374.259.143.423,00 417.231.785.419,00 42.972.641.996,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 33.064.860.644,00 34.537.163.762,00 1.472.303.118,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.612.757.277,00 24.531.114.681,00 10.918.357.404,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.605.706.544.279,00 1.722.151.388.821,00 116.444.844.542,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.297.598.702.000,00 1.370.807.157.566,00 73.208.455.566,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 308.107.842.279,00 351.344.231.255,00 43.236.388.976,00
Jumlah Pendapatan 3.043.216.144.623,00 3.183.251.452.683,00 140.035.308.060,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 2.695.303.160.764,00 2.840.435.446.865,00 145.132.286.101,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.220.115.717.333,00 1.272.824.112.172,00 52.708.394.839,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.261.223.052.335,00 1.335.752.639.697,00 74.529.587.362,00
5.1.03 Belanja Bunga 7.750.000.000,00 7.500.000.000,00 -250.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 171.671.641.096,00 180.077.750.496,00 8.406.109.400,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 34.542.750.000,00 44.280.944.500,00 9.738.194.500,00
5.2 BELANJA MODAL 327.782.083.340,00 422.107.330.281,00 94.325.246.941,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.155.150.436,00 5.425.147.300,00 -730.003.136,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.021.148.307,00 142.423.668.116,00 60.402.519.809,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.714.305.394,00 150.932.488.966,00 12.218.183.572,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.727.484.945,00 114.162.031.641,00 22.434.546.696,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.088.994.258,00 9.088.994.258,00 0,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 92.112.529.383,00 7.150.000.000,00 -84.962.529.383,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 92.112.529.383,00 7.150.000.000,00 -84.962.529.383,00
54 BELANJA TRANSFER 1.870.000.000,00 1.660.750.000,00 -209.250.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 1.870.000.000,00 1.660.750.000,00 -209.250.000,00
Jumlah Belanja 3.117.067.773.487,00 3.271.353.527.146,00 154.285.753.659,00
Total Surplus/(Defisit) -73.851.628.864,00 -88.102.074.463,00 -14.250.445.599,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 84.145.774.860,00 98.396.220.459,00 14.250.445.599,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.000.000.000,00 54.250.445.599,00 14.250.445.599,00
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 38.648.742.600,00 38.648.742.600,00 0,00
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.497.032.260,00 5.497.032.260,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:48:32

Halaman 1




JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.294.145.996,00 10.294.145.996,00 0,00
6203 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 10.264.145.996,00 10.284.145.996,00 0,00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 10.294,145.996,00 10.294.145.996,00 0,00
Pembiayaan Netto 73.851.628.864,00 88,102.074.463,00 14,250,445,599,00
6.3 Sisa Leblh Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

SiPD-AI ; dicetak pada 2024-10-02 08.48.32

Kota Bogor, 30 September 2024

Pj Walikota

HERY ANTASARI

Halaman 2
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KOTA BOGOR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Il :

Peraturan Daerah

Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024

Belanja
Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
UNSUR PENUNJANG
5 ORooRN BEmmoAtlS i\ | 2:670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 | 125.249.485.707,00 | 123.377.933.736,00 |  4.176.556.800,00 |  4.466.508.100,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 223.408.571.890,00 | 136.655.191.836,00 -86.753.380.054,00
5 |02 KEUANGAN 2.670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 |  79.742.331.750,00 |  77.255.666.865,00 | 3.699.721.100,00 | 4.013.104.000,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 177.424.582.233,00 |  90.079.520.865,00 -87.345.061.368,00
BADAN KEUANGAN DAN
5 |02 |5.02000000.26.0000 | BADAN KEOAN 1.653.748.167.023,00 | 1.775.300.893.936,00 |  32.131.877.428,00 |  30.298.741.029,00 | 2.880.417.100,00 | 3.193.800.000,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 128.994.823.911,00 |  42.303.291.029,00 -86.691.532.882,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D e 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0182 | SDN CIMANGGU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 PSSt I 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 | 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 | o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 |01 |401.2.13.2.10.23.0003 | BAGIAN ORGANISASI 0,00 0,00 677.360.100,00 607.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.360.100,00 607.028.000,00 -70.332.100,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949.00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0000 gigﬁ#"ATAN BOGOR 0,00 000 | 31.835.814.660,00 | 34.227.772.004,00 929.517.100,00 829.517.100,00 0,00 0,00 0,00 000 | 32.765.331.760,00 |  35.057.289.104,00 2.291.957.344,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0159 | SDN CIBULUH 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 EVQSL%\?(T@A'\,‘\‘GDEBQXN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 | 7.01.2.13.0.00.36.0004 JKE\';XRAHAN KEDUNG 0,00 0,00 88.512.000,00 88.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.512.000,00 88.512.000,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32 Halaman 1




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0068 [ SDN HARJASARI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0037 | SDN SEMPLAK 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 259.967.304.284,00 266.154.099.423,00 4.001.719.300,00 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.969.023.584,00 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 01 - 0,00 0,00 104.414.696.111,00 116.496.104.244,00 2.809.529.100,00 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.224.225.211,00 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 01 | 4.01.2.13.2.10.23.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0179 | SDN TUNGGILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0008 | KELURAHAN LOJI 0,00 0,00 444.078.600,00 444.078.600,00 136.001.200,00 136.001.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.079.800,00 580.079.800,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0234 | SMP NEGERI 20 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0217 | SMP NEGERI 3 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0015 | KELURAHAN RANCAMAYA 0,00 0,00 197.075.800,00 197.075.800,00 148.624.200,00 148.624.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.700.000,00 345.700.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0150 | SDN BHAYANGKARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32 Halaman 2




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
KELURAHAN
7 | 01| 7.01.213.00032.0002 | Ko onamenTA 0,00 0,00 179.090.000,00 178.649.600,00 188.610.000,00 189.050.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.700.000,00 367.700.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0152 | SDN CEGER 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0153 | SDN CEGER 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0022 EX%ESMAS KEDUNG 0,00 0,00 2.888.927.514,00 3.881.389.128,00 176.486.600,00 91.486.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.065.414.114,00 3.972.875.728,00 907.461.614,00
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0113 | SDN POLISI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENUNJANG
5 R aRERINANG o\ | 2:670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 | 125.249.485.707,00 | 123.377.933.736,00 | 4.176.556.800,00 | 4.466.508.100,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 223.408.571.890,00 | 136.655.191.836,00 -86.753.380.054,00
5 | o1 PERENCANAAN 0,00 000 | 21.147.799.446,00 | 22.822.225.620,00 97.672.800,00 74.241.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 2124547224600 | 22.896.466.820,00 1.650.994.574,00
BADAN PERENCANAAN
5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.25.0000 | PEMBANGUNAN, RISET 0,00 000 | 19.312.562.872,00 | 21.009.579.150,00 97.672.800,00 74.241.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.410.235.672,00 | 21.083.820.350,00 1.673.584.678,00
DAN INOVASI DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0012 | SDN CIBALAGUNG 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DRUSAN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 |  19.085.042.578,00 |  24.790.805.177,00 111.657.200,00 |  8.957.380.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.196.699.778,00 | 33.748.185.377,00 14.551.485.599,00
3 | o9 g%&iﬁ“ﬁ;ﬁiﬁ'&ﬁ”m 650.000.000,00 700.000.000,00 |  17.981.075.995,00 |  28.718.574.975,00 110.143.000,00 |  8.955.866.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.091.218.99500 | 37.674.440.975,00 19.583.221.980,00
3 | 09 | 2.00.3.27.3.25.12.0000 | D!INAS KETAHANAN 0,00 0,00 939.442.466,00 2.637.940.906,00 95.000.000,00 |  8.940.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.442.466,00 |  11.578.663.906,00 10.544.221.440,00
PANGAN DAN PERTANIAN ' ' : ' ' '
UNSUR PENDUKUNG
4 R NG AN 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 | 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32

Halaman 3




Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah Sebelum

Jumlah Sesudah

Bertambah/Berkurang

4.01.2.13.2.10.23.0009

BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

0,00

0,00

877.990.250,00

800.589.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877.990.250,00

800.589.250,00

-77.401.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

23.157.667.485,00

29.088.878.945,00

410.391.300,00

1.910.798.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.568.058.785,00

30.999.677.845,00

7.431.619.060,00

2.19.0.00.0.00.20.0000

DINAS PEMUDA DAN OLAH
RAGA

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

23.157.667.485,00

29.088.878.945,00

410.391.300,00

1.910.798.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.568.058.785,00

30.999.677.845,00

7.431.619.060,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

0,00

0,00

186.127.728.873,00

199.858.416.915,00

18.483.997.749,00

18.017.920.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.611.726.622,00

217.876.337.364,00

13.264.610.742,00

7.01.2.13.0.00.31.0002

KELURAHAN BANTARJATI

0,00

0,00

109.364.600,00

109.364.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.364.600,00

109.364.600,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

0,00

0,00

679.330.491.221,00

652.252.300.676,00

152.143.524.865,00

154.223.394.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.474.016.086,00

806.475.695.641,00

-24.998.320.445,00

1.01.0.00.0.00.01.0082

SDN PAMOYANAN 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

2.670.321.006.023,00

2.767.988.999.074,00

125.249.485.707,00

123.377.933.736,00

4.176.556.800,00

4.466.508.100,00

92.112.529.383,00

7.150.000.000,00

1.870.000.000,00

1.660.750.000,00

223.408.571.890,00

136.655.191.836,00

-86.753.380.054,00

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

0,00

0,00

21.147.799.446,00

22.822.225.620,00

97.672.800,00

74.241.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.245.472.246,00

22.896.466.820,00

1.650.994.574,00

5.01.5.05.0.00.25.0000

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

0,00

0,00

1.541.990.070,00

1.527.510.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.541.990.070,00

1.527.510.070,00

-14.480.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

0,00

0,00

679.330.491.221,00

652.252.300.676,00

152.143.524.865,00

154.223.394.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.474.016.086,00

806.475.695.641,00

-24.998.320.445,00

1.01.0.00.0.00.01.0214

SDN NEGLASARI (BOGOR
BARAT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

0,00

0,00

186.127.728.873,00

199.858.416.915,00

18.483.997.749,00

18.017.920.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.611.726.622,00

217.876.337.364,00

13.264.610.742,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0002 | KELURAHAN SUKASARI 0,00 0,00 91.581.700,00 91.581.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.581.700,00 91.581.700,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0199 | SDN KENCANA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0099 | SDN KEBON KOPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 R NG AN 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 | 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 |01 |401.2.13.2.10.23.0006 Eﬁﬁﬁ'\.}KESEJAHTERAAN 0,00 0,00 | 31.050.046.950,00 | 34.945.591.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 31.050.046.950,00 | 34.945.591.310,00 3.895.544.360,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0160 | SDN CILUAR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0020 | SDN CURUG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0207 | SDN SUKADAMAI 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 |7.01.2.13.0.00.31.0004 ﬁitxﬁéHAN KEDUNG 0,00 0,00 109.650.000,00 109.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.650.000,00 109.650.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0027 | SDN MARGAJAYA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0000 gEE:T'\X?\ITAN BOGOR 0,00 000 | 31.806.335.110,00 | 35.083.820.674,00 | 1.269.043.800,00 | 1.269.043.800,00 0,00 0,00 0,00 000 | 33.075.378.91000 | 36.352.864.474,00 3.277.485.564,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0173 | SDN KEDUNG HALANG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0010 | KELURAHAN PANARAGAN 0,00 0,00 320.361.100,00 320.361.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.361.100,00 320.361.100,00 0,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.35.0005 ﬁitXEAAHAN KEBON 0,00 0,00 400.173.600,00 400.173.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.173.600,00 400.173.600,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0003 E'EELAFTQAHANC'LENDEK 0,00 0,00 647.433.200,00 647.433.200,00 111.740.600,00 111.740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.173.800,00 759.173.800,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DA TTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.36.0001 EAE\';Q%RA'EHANTANAH 0,00 0,00 84.562.700,00 84.562.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.562.700,00 84.562.700,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0115 | SDN POLISI 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0095 | SDN EMPANG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0008 | KELURAHAN SEMPUR 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32 Halaman 6




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 24 BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 10.372.275.235,00 11.210.415.864,00 139.905.200,00 188.529.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.512.180.435,00 11.398.945.064,00 886.764.629,00
DINAS ARSIP DAN
2 24 | 2.24.2.23.0.00.21.0000 PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 873.249.900,00 874.881.900,00 139.905.200,00 188.529.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.155.100,00 1.063.411.100,00 50.256.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
SDN SINDANGRASA
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0043 BOGOR BARAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 IEJIIQL}JHS,&A\NN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 19.085.042.578,00 24.790.805.177,00 111.657.200,00 8.957.380.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.196.699.778,00 33.748.185.377,00 14.551.485.599,00
URUSAN PEMERINTAHAN
3 17 BIDANG PERDAGANGAN 0,00 0,00 17.334.389.712,00 18.918.735.821,00 16.657.200,00 16.657.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.351.046.912,00 18.935.393.021,00 1.584.346.109,00
DINAS KOPERASI, USAHA
3 17 | 2.17.3.30.3.31.18.0000 KECIL, MENENGAH, 0,00 0,00 227.719.600,00 201.768.100,00 16.657.200,00 16.657.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.376.800,00 218.425.300,00 -25.951.500,00
PERDAGANGAN DAN ' ' ’ ' ' '
PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0204 | SDN SITUPETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0151 | SDN BOGOR BARU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 16 BIDANG PERSANDIAN 0,00 0,00 19.595.084.895,00 23.990.948.618,00 15.613.700,00 15.613.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.610.698.595,00 24.006.562.318,00 4.395.863.723,00
2 16 | 2.16.2.20.2.21.17.0000 :?\:EISEI\PZSMPL(JL\IIKASI DAN 0,00 0,00 105.655.100,00 105.655.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.655.100,00 105.655.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0121 | SDN TEGALLEGA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0211 | SKB KOTA BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0147 | SDN BANTARJATI 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
KELURAHAN
7 | o1 |7.01.21300036.0009 | KELORAHAN 0,00 0,00 419.464.400,00 419.464.400,00 233.300.000,00 233.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.764.400,00 652.764.400,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0197 | SDN KENCANA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0007 | KELURAHAN TANAH BARU 0,00 0,00 670.600.000,00 670.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.600.000,00 670.600.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0125 | SDN BANTARKEMANG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDN KAMPUNG
1 | o1 |10100000001.0098| 20N AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ILDJIFIQ_EHS:NN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 | 19.085.042.578,00 |  24.790.805.177,00 111.657.200,00 |  8.957.380.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.196.699.778.00 | 33.748.185.377,00 14.551.485.599,00
3 |26 URUSAN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 | 12.816.579.647,00 |  12.854.199.431,00 114.427.200,00 114.427.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 12.931.006.847,00 | 12.968.626.631,00 37.619.784,00
BIDANG PARIWISATA
3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.22.0000 E:ENB%SDiﬁi'/mSATA DAN 41.000.000,00 45.000.000,00 1.073.450.300,00 889.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.450.300,00 889.364.000,00 -184.086.300,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0004 | KELURAHAN GUDANG 0,00 0,00 521.744.970,00 521.744.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.744.970,00 521.744.970,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0231 | SMP NEGERI 17 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 11 BIDANG LINGKUNGAN 14.013.571.600,00 14.814.660.497,00 119.970.974.379,00 120.921.162.739,00 5.491.656.329,00 14.090.454.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.462.630.708,00 135.011.617.468,00 9.548.986.760,00
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
2 11 | 2.11.1.03.0.00.13.0000 HIDUP 14.013.571.600,00 14.814.660.497,00 114.989.132.619,00 113.807.710.228,00 2.564.327.800,00 7.501.554.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.553.460.419,00 121.309.264.328,00 3.755.803.909,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0079 [ SDN MULYAHARJA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0097 [ SDN GUNUNG GEDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0014 | KELURAHAN PAMOYANAN 0,00 0,00 109.961.300,00 109.961.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.961.300,00 109.961.300,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PERTANAHAN 0,00 0,00 104.414.696.111,00 116.496.104.244,00 2.809.529.100,00 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.224.225.211,00 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
2 01 | 4.01.2.13.2.10.23.0004 | BAGIAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 80.148.400,00 75.648.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.148.400,00 75.648.400,00 -4.500.000,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0001 JKAEI\;XRAHAN BALUMBANG 0,00 0,00 441.068.500,00 441.068.500,00 110.558.500,00 110.558.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.627.000,00 551.627.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0056 | SDN CIBEUREUM 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 |7.01.2.13.0.00.36.0011 | KELURAHAN KAYUMANIS 0,00 0,00 113.634.000,00 113.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.634.000,00 113.634.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0011 | SDN CIBALAGUNG 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 RSN PETERI AN 0,00 0,00 | 259.967.304.284.00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 |  4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 |01 401.213.2.10.23.0004 | BAGIAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 1.675.810.900,00 1.838.243.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.810.900,00 1.838.243.100,00 162.432.200,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0007 | KELURAHAN GENTENG 0,00 0,00 602.700.000,00 602.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.700.000,00 602.700.000,00 0,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.34.0006 ,\KAEE'I-(L'JA';AHAN CURUG 0,00 0,00 416.400.000,00 416.400.000,00 179.511.500,00 179.511.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.911.500,00 595.911.500,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0013 | KELURAHAN PAKUAN 0,00 0,00 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 |16 gﬁ)ﬁﬁz‘NSPTiMrFs?m(TAHAN 0,00 0,00 | 19.595.084.89500 | 23.990.948.618,00 15.613.700,00 15.613.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.610.698.595,00 | 24.006.562.318,00 4.395.863.723,00
2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.17.0000 mgggggmgym& DAN 0,00 0,00 322.998.800,00 267.165.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.998.800,00 267.165.500,00 -55.833.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0035 | SDN SEMERU 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0008 | KELURAHAN SEMPUR 0,00 0,00 318.562.100,00 315.692.100,00 0,00 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.562.100,00 318.562.100,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
8 BK'A%L;AR PEMERINTAHAN 0,00 000 | 78.826.230.770,00 | 82.304.225.918,00 | 1.229.425.700,00 | 1.229.425.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 80.055.656.470,00 | 83.533.651.618,00 3.477.995.148,00
8 | o1 ggfﬁrle’AN BANGSA DAN 0,00 000 | 78826.230.770,00 | 82.304.225.918,00 | 1.229.425.700,00 |  1.229.425.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 80.055.656.470,00 | 83.533.651.618,00 3.477.995.148,00
BADAN KESATUAN
8 |01 |801.00000030.0000| BADANKESATOAN 0,00 000 | 78.826.230.770,00 | 82.304.225.918,00 | 1.229.425.700,00 |  1.229.425.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 80.055.656.470,00 | 83.533.651.618,00 3.477.995.148,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0163 | SDN CIMAHPAR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0015 | SDN CILENDEK 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0145 | SDN BANTARJATI 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0085 | SDN RANCAMAYA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0233 | SMP NEGERI 19 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0070 | SDN LAWANG GINTUNG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%ii%NKPEES'\éiF;'}\‘/mHAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS PULO ARMYN 0,00 0,00 2.534.395.402,00 3.311.642.362,00 105.600.000,00 111.288.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639.995.402,00 3.422.931.029,00 782.935.627,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0001 gLE’f:\(TE:',Q"AS BOGOR 0,00 0,00 4.123.136.310,00 4.548.665.830,00 226.006.893,00 299.645.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.143.203,00 4.848.310.900,00 499.167.697,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0019 | SDN CURUG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
KELURAHAN
2 |01 |7.01.21300036.0009 | KELOREHAN 0,00 0,00 109.360.600,00 109.360.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.360.600,00 109.360.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0029 | SDN MENTENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0007 | KELURAHAN TANAH BARU 0,00 0,00 111.259.800,00 111.259.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.259.800,00 111.259.800,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0005 | KELURAHAN CURUG 0,00 0,00 583.728.800,00 583.728.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.728.800,00 583.728.800,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0117 | SDN SEMPUR KALER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 11.788.760.339,00 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0008 | KELURAHAN CIMAHPAR 0,00 0,00 106.766.700,00 106.766.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.766.700,00 106.766.700,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0039 | SDN SINDANG BARANG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0032 | SDN PURBASARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0193 | SDN KEDUNG BADAK 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 |7.01.213.000.34.0004 | KELURARAN CILENDEK 0,00 0,00 435.607.400,00 435.607.400,00 200.892.600,00 200.892.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.500.000,00 636.500.000,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 B AN DAl 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | 01 |7.01.2.13.0.00.31.0006 | KELURAHAN CILUAR 0,00 0,00 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0169 | SDN KAMPUNG SAWAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0158 | SDN CIBULUH 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0053 | SDN BOJONG KERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 LBJELA?\%NKPEES%E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.03.0000 gﬁI“EAF/j:HSAK'T UMUM 0,00 000 | 18314.948.047,00 | 18.707.180.401,00 0,00 | 39.459.190.247,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.314.948.047,00 | 58.166.370.648,00 39.851.422.601,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0127 | SDN BANTARKEMANG 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0129 | SDN CIHEULEUT 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0133 | SDN KATULAMPA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.35.0000 $Eﬁémm“ BOGOR 0,00 000 | 24172.655.466,00 | 26.378.137.937,00 | 3.393.897.500,00 | 3.389.074.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 27.566.552.966,00 | 29.767.212.637,00 2.200.659.671,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0000 gigé&"ﬁm“ TANAH 0,00 0,00 18.880.900,00 18.880.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.880.900,00 18.880.900,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS MERDEKA 0,00 0,00 2.473.815.073,00 3.134.034.504,00 103.244.000,00 117.588.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.059.073,00 3.251.622.532,00 674.563.459,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0009 [ PUSKESMAS GANG AUT 0,00 0,00 1.444.511.838,00 1.965.592.457,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497.511.838,00 2.018.592.457,00 521.080.619,00
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0178 | SDN SINDANGSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0013 | KELURAHAN PASIR MULYA 0,00 0,00 239.974.000,00 239.974.000,00 111.499.000,00 111.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.473.000,00 351.473.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0062 | SDN CIPAKU 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0006 | KELURAHAN PALEDANG 0,00 0,00 635.716.160,00 635.716.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.716.160,00 635.716.160,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0007 | KELURAHAN TEGALLEGA 0,00 0,00 104.625.000,00 104.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.625.000,00 104.625.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0006 | SDN BUBULAK 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0201 | SDN KUKUPU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0006 | KELURAHAN SUKADAMAI 0,00 0,00 96.340.200,00 96.340.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.340.200,00 96.340.200,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 04 BIDANG LINGKUNGAN 1.726.280.000,00 1.994.798.001,00 167.594.105.265,00 188.750.358.609,00 | 13.346.090.176,00 | 11.888.124.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.940.195.441,00 200.638.483.133,00 19.698.287.692,00
HIDUP
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 | 04 | 1.04.2.11.0.00.05.0000 l'fl'ENFf\MSUi'fSXMAHAN DAN 0,00 000 | 10.833.079.193,00 9.153.348.730,00 |  5.876.486.003,00 | 5.871.540.003,00 0,00 0,00 0,00 000 | 16.709.565.196,00 |  15.024.888.733,00 -1.684.676.463,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0119 f’BDC;\'TE:\'I\‘GD)ANGSAR' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
1 | o4 BIDANG PERUMAHAN DAN 1.726.280.000,00 1.994.798.001,00 | 167.594.105.265,00 | 188.750.358.609,00 | 13.346.090.176,00 | 11.888.124.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 180.940.195.441,00 | 200.638.483.133,00 19.698.287.692,00
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN
1 |04 |1.04.211.0.00.050000 | pAS FERIY 1.726.280.000,00 1.994.798.001,00 | 156.761.026.072,00 | 179.597.009.879,00 |  7.469.604.173,00 | 6.016.584.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 164.230.630.245,00 | 185.613.594.400,00 21.382.964.155,00
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0223 | SMP NEGERI 9 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0005 .'iKASUKFESMAS BOGOR 0,00 0,00 4.619.074.481,00 5.333.849.616,00 325.699.127,00 299.237.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944.773.608,00 5.633.087.496,00 688.313.888,00
UNSUR PENDUKUNG
4 DRUSAN PELERINTAHAN 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 |  4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 |01 |401.213.2.10.23.0005 | BAGIAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 431.419.700,00 384.649.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.419.700,00 384.649.400,00 -46.770.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0198 | SDN KENCANA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DA lTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
KELURAHAN
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.33.0006 0,00 0,00 98.500.400,00 98.500.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.500.400,00 98.500.400,00 0,00
SINDANGRASA
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0005 | SDN BUBULAK 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0232 | SMP NEGERI 18 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0046 | SDN SITUGEDE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EETJH?&ANN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 |  19.085.042.578,00 |  24.790.805.177,00 111.657.200,00 |  8.957.380.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.196.699.778,00 | 33.748.185.377,00 14.551.485.599,00
URUSAN PEMERINTAHAN
3 | o9 BIDANG KELAUTAN DAN 650.000.000,00 700.000.000,00 |  17.981.075.995,00 |  28.718.574.975,00 110.143.000,00 |  8.955.866.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.091.218.99500 | 37.674.440.975,00 19.583.221.980,00
PERIKANAN
DINAS KETAHANAN
3 |09 |200327.325120000 | DARSKETAHARAN N 0,00 0,00 507.903.100,00 3.384.060.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.903.100,00 3.384.060.700,00 2.876.157.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0140 | SDN SUKASARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0209 | SDN TANAH SAREAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0075 | SDN MUARASARI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0028 | SDN MARGAJAYA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0003 giéﬂiAHAN KEDUNG 0,00 0,00 531.783.100,00 531.604.600,00 273.882.400,00 273.824.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.665.500,00 805.429.300,00 -236.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0134 | SDN KATULAMPA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 | 7.01.2.13.0.00.32.0004 | KELURAHAN CIKARET 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0071 | SDN LAWANG GINTUNG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0000 .'FE,Sé’X'ﬁTAN BOGOR 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 NS St I 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 | 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 | o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 |01 |401.2.13.2.10.23.0007 E‘E\SQL\‘N%%%'AN,'\ISTRAS' 0,00 0,00 303.580.200,00 273.770.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.580.200,00 273.770.200,00 -29.810.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 o1 e N 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 |  -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0055 | SDN CIBEUREUM 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0016 | SDN CILENDEK 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0024 | SDN LOJI 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0177 | SDN SELAAWI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS KAYU MANIS 0,00 0,00 2.829.124.505,00 3.667.830.025,00 165.000.000,00 158.961.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994.124.505,00 3.826.791.707,00 832.667.202,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0003 | KELURAHAN CIWARINGIN 0,00 0,00 399.064.720,00 399.064.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.064.720,00 399.064.720,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0002 | KELURAHAN CIBOGOR 0,00 0,00 291.798.500,00 291.798.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.798.500,00 291.798.500,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0008 | KELURAHAN CIMAHPAR 0,00 0,00 696.417.900,00 696.417.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.417.900,00 696.417.900,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0014 | KELURAHAN SEMPLAK 0,00 0,00 474.159.500,00 474.159.500,00 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.159.500,00 610.159.500,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | 01 |7.01.2.13.0.00.36.0005 \vaEALF:ﬁémN s 0,00 0,00 116.381.400,00 116.381.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.381.400,00 116.381.400,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0157 | SDN CIBULUH 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0001 | KELURAHAN 0,00 0,00 746.482.900,00 746.482.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.482.900,00 746.482.900,00 0,00
B ARANANGSIANG , , 482,900, 482,900, , , , , , , 482,900, 482,900, ,
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0005 | KELURAHAN CIPARIGI 0,00 0,00 414.762.100,00 414.762.100,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.762.100,00 639.762.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0174 | SDN KEDUNG HALANG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.34.0000 gigﬁ#"ATAN BOGOR 0,00 0,00 25.749.400,00 25.749.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.749.400,00 25.749.400,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32 Halaman 18




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0022 [ SDN GUNUNG BATU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0010 [ KELURAHAN MENTENG 0,00 0,00 550.301.000,00 550.301.000,00 175.954.940,00 175.954.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.255.940,00 726.255.940,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0114 | SDN POLISI 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
KELURAHAN
7 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0007 SINDANGSARI 0,00 0,00 507.631.508,00 507.631.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.631.508,00 507.631.508,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0106 | SDN PAPANDAYAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 |01 |7.01.213.000.34.0015 | KELORARAN SINDANG 0,00 0,00 659.522.800,00 659.522.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.522.800,00 659.522.800,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0048 | SDN SITUGEDE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0052 | SDN BATUTULIS 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0014 | KELURAHAN PAMOYANAN 0,00 0,00 541.200.000,00 541.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.200.000,00 541.200.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0081 | SDN PAKUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0003 [ KELURAHAN KATULAMPA 0,00 0,00 963.445.000,00 963.445.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.445.000,00 1.028.445.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 02 LBJIIELA?\‘AC‘;NKPEES%E;I.:_\E@HAN 332.755.500.000,00 381.659.622.704,00 592.347.639.258,00 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.624.095.122,00 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
UPTD LABORATORIUM
1 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0026 KESEHATAN DAERAH 0,00 0,00 1.065.938.677,00 1.078.911.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.938.677,00 1.078.911.705,00 12.973.028,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0004 | KELURAHAN TAJUR 0,00 0,00 283.450.000,00 283.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.450.000,00 283.450.000,00 0,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0011 | KELURAHAN KAYUMANIS 0,00 0,00 307.916.000,00 307.916.000,00 216.400.000,00 216.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.316.000,00 524.316.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
1 05 DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 67.358.318.292,00 74.042.339.437,00 1.018.898.200,00 1.018.898.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.377.216.492,00 75.061.237.637,00 6.684.021.145,00
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 | 1.05.0.00.0.00.07.0000 ?g}jﬁl\l POLISI PAMONG 0,00 0,00 43.287.833.513,00 48.441.720.334,00 168.608.100,00 168.608.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.456.441.613,00 48.610.328.434,00 5.153.886.821,00
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0196 | SDN KEDUNG WARINGIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0171 | SDN KAWUNGLUWUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0008 | KELURAHAN HARJASARI 0,00 0,00 465.900.000,00 465.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.900.000,00 465.900.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0006 | KELURAHAN EMPANG 0,00 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0001 | KELURAHAN BATUTULIS 0,00 0,00 391.600.000,00 391.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.600.000,00 391.600.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 A 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0191 | SDN KEDUNG BADAK 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0001 | KELURAHAN BABAKAN 0,00 0,00 333.812.010,00 333.812.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.812.010,00 333.812.010,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0003 | KELURAHAN CIBULUH 0,00 0,00 96.929.700,00 96.929.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.929.700,00 96.929.700,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0006 | KELURAHAN SUKADAMAI 0,00 0,00 690.265.400,00 690.265.400,00 87.977.470,00 87.977.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.242.870,00 778.242.870,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0000 gigé&"ﬁ*m“ TANAH 0,00 000 | 24.657.14522500 | 26.541.459.500,00 | 4.331.958.479,00 | 4.431.646.479,00 0,00 0,00 0,00 000 | 28.989.103.704,00 | 30.973.105.979,00 1.984.002.275,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0091 | SDN DEWI SARTIKA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&“&iﬁ'ﬁfﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | DINAS KESEHATAN 73.870.500.000,00 |  73.870.500.000,00 | 238.233.674.312,00 | 244.066.804.941,00 | 10.554.180.365,00 | 11.216.270.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 248.787.854.677,00 | 255.283.075.596,00 6.495.220.919,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0010 | KELURAHAN KENCANA 0,00 0,00 702.729.600,00 702.729.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.729.600,00 702.729.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 e e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |01 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0188 | SDN KEBON PEDES 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJI'ELA?\%NKPE'ES%E;'}\‘;@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00|  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0025 | PUSKESMAS MULYAHARJA 0,00 0,00 2.321.799.847,00 2.910.460.054,00 115.440.970,00 116.934.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437.240.817,00 3.027.394.467,00 590.153.650,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o8 E:?ng\fpﬁi'ntENDAYAAN 0,00 000 | 14.670.439.619,00 | 14.980.204.805,00 122.139.100,00 122.139.100,00 0,00 0,00 0,00 000 | 14.792578.719.00 |  15.102.343.905,00 309.765.186,00
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN
2 | 08 | 2.08.2.13.0.00.11.0000 | PEREMPUAN DAN 0,00 000 | 14.670.439.619,00 | 14.980.204.805,00 122.139.100,00 122.139.100,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1479257871900 | 15.102.343.905,00 309.765.186,00
PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0002 | SDN BALUNGBANG JAYA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0005 | KELURAHAN CIPAKU 0,00 0,00 390.399.900,00 390.399.900,00 173.350.100,00 173.350.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.750.000,00 563.750.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 e e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0108 | SDN PENGADILAN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DAL EAN DENAAN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0005 | KELURAHAN CIPAKU 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D e 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
1 |os DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 000 | 67.358.318.292,00 | 74.042.339.437,00 | 1.018.898.200,00 | 1.018.898.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 68377.216.492,00 | 75.061.237.637,00 6.684.021.145,00
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BADAN
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.06.0000 | PENANGGULANGAN 0,00 0,00 8.173.311.742,00 8.419.113.220,00 579.018.700,00 579.018.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.752.330.442,00 8.998.131.920,00 245.801.478,00
BENCANA DAERAH
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.36.0005 ﬁrﬁﬁéw KEDUNG 0,00 0,00 408.014.800,00 408.014.800,00 238.189.000,00 238.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.203.800,00 646.203.800,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DAL EAN DENAAN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 |24 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 000 | 10.372.27523500 | 11.210.415.864,00 139.905.200,00 188.529.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 10.512.180.43500 | 11.398.945.064,00 886.764.629,00
BIDANG KEARSIPAN
DINAS ARSIP DAN
2 |24 |22422300021.0000 | pHES ARSI DO 0,00 0,00 9.499.025.335,00 |  10.335.533.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.499.025.335,00 |  10.335.533.964,00 836.508.629,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.36.0001 EAE\';Q%RA'EHANTANAH 0,00 0,00 358.747.100,00 358.747.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.747.100,00 358.747.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 e e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0042 | SDN SINDANG BARANG 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah Sebelum

Jumlah Sesudah

Bertambah/Berkurang

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

0,00

0,00

186.127.728.873,00

199.858.416.915,00

18.483.997.749,00

18.017.920.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.611.726.622,00

217.876.337.364,00

13.264.610.742,00

7.01.2.13.0.00.35.0009

KELURAHAN BABAKAN
PASAR

0,00

0,00

79.300.000,00

79.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.300.000,00

79.300.000,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

0,00

0,00

679.330.491.221,00

652.252.300.676,00

152.143.524.865,00

154.223.394.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.474.016.086,00

806.475.695.641,00

-24.998.320.445,00

1.01.0.00.0.00.01.0137

SDN SINDANGRASA
BOGOR TIMUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

0,00

0,00

15.089.511.721,00

17.260.582.800,00

244.486.000,00

186.859.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.333.997.721,00

17.447.442.000,00

2.113.444.279,00

1.06.0.00.0.00.09.0000

DINAS SOSIAL

0,00

0,00

15.089.511.721,00

17.260.582.800,00

244.486.000,00

186.859.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.333.997.721,00

17.447.442.000,00

2.113.444.279,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

0,00

0,00

186.127.728.873,00

199.858.416.915,00

18.483.997.749,00

18.017.920.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.611.726.622,00

217.876.337.364,00

13.264.610.742,00

7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR
TIMUR

0,00

0,00

6.600.000,00

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

6.600.000,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0,00

0,00

67.358.318.292,00

74.042.339.437,00

1.018.898.200,00

1.018.898.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.377.216.492,00

75.061.237.637,00

6.684.021.145,00

1 05

1.05.0.00.0.00.08.0000

DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

0,00

0,00

15.897.173.037,00

17.181.505.883,00

271.271.400,00

271.271.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.168.444.437,00

17.452.777.283,00

1.284.332.846,00

1 01

0,00

0,00

679.330.491.221,00

652.252.300.676,00

152.143.524.865,00

154.223.394.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.474.016.086,00

806.475.695.641,00

-24.998.320.445,00

1 01

1.01.0.00.0.00.01.0044

SDN SITUGEDE 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 01

1.01.0.00.0.00.01.0023

SDN LOJI 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0009 | KELURAHAN MARGAJAYA 0,00 0,00 278.074.300,00 278.074.300,00 111.740.600,00 111.740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.814.900,00 389.814.900,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 A 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0206 | SDN SUKADAMAI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0010 | SDN CIBALAGUNG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0060 | SDN CIPAKU 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0016 | KELURAHAN 0,00 0,00 506.550.000,00 506.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.550.000,00 506.550.000,00 0,00
R ANGOAMEKAR , , , , , , , , ,
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0051 | SDN BATUTULIS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 ANt I 0,00 0,00 | 259.967.304.284,00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 | 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 | o2 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 | 155.863.834.373,00 | 149.954.043.579,00 | 1.192.190.200,00 | 1.518.304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 157.056.024.573,00 | 151.472.347.779,00 -5.583.676.794,00
SEKRETARIAT DEWAN
4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.24.0000 | PERWAKILAN RAKYAT 0,00 000 | 155.863.834.373,00 | 149.954.043.579,00 | 1.192.190.200,00 | 1.518.304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 157.056.024.573,00 | 151.472.347.779,00 -5.583.676.794,00
DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS BONDONGAN 0,00 0,00 3.239.053.111,00 3.958.251.631,00 100.000.000,00 41.942.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339.053.111,00 4.000.194.199,00 661.141.088,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0155 | SDN CIBULUH 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 |o2 LBJI'ELA?\%NKPEES'\&F;'#‘;@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0016 EXEQEEMAS SINDANG 0,00 0,00 4.450.514.753,00 5.694.078.087,00 174.868.096,00 174.868.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.625.382.849,00 5.868.946.183,00 1.243.563.334,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 B AN DEnaR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 |7.01.2.13.0.00.33.0003 | KELURAHAN KATULAMPA 0,00 0,00 108.205.000,00 108.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.205.000,00 108.205.000,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 | 7.01.2.13.0.00.33.0002 | KELURAHAN SUKASARI 0,00 0,00 567.601.156,00 567.601.156,00 158.716.870,00 158.716.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.318.026,00 726.318.026,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0003 | SDN BALUNGBANG JAYA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0069 | SDN KERTAMAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0190 | SDN KEDUNG BADAK 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0229 | SMP NEGERI 15 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0025 | SDN MARGAJAYA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0001 EEEUDTHAN TEGAL 0,00 0,00 579.525.000,00 729.525.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.525.000,00 804.525.000,00 0,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0002 | KELURAHAN BUBULAK 0,00 0,00 477.407.300,00 477.407.300,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.407.300,00 627.407.300,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0088 | SDN BARANANGSIANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
KELURAHAN
7 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0006 SINDANGRASA 0,00 0,00 378.950.100,00 378.950.100,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.950.100,00 503.950.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0021 | SDN GUNUNG BATU 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0003 | KELURAHAN BONDONGAN 0,00 0,00 880.950.000,00 880.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.950.000,00 880.950.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0200 | SDN KUKUPU 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0010 [ KELURAHAN KENCANA 0,00 0,00 110.550.500,00 110.550.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.550.500,00 110.550.500,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0181 | SDN CIBADAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0018 | SDN CILENDEK TIMUR 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 07 BIDANG TENAGA KERJA 0,00 0,00 13.942.483.366,00 18.306.585.126,00 52.311.998,00 52.311.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.994.795.364,00 18.358.897.124,00 4.364.101.760,00
2 07 | 2.07.0.00.0.00.10.0000 | DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 13.942.483.366,00 18.306.585.126,00 52.311.998,00 52.311.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.994.795.364,00 18.358.897.124,00 4.364.101.760,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0003 | KELURAHAN CIWARINGIN 0,00 0,00 92.670.000,00 92.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.670.000,00 92.670.000,00 0,00
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.36.0003 gi;ﬁAHAN KEDUNG 0,00 0,00 111.292.500,00 111.292.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.292.500,00 111.292.500,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0007 | KELURAHAN SUKARESMI 0,00 0,00 212.717.000,00 212.717.000,00 182.590.090,00 182.590.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.307.090,00 395.307.090,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0176 ﬁz’;'a;\'EGLASAR' (Bogor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0195 | SDN KEDUNG JAYA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0007 | KELURAHAN SUKARESMI 0,00 0,00 96.963.000,00 96.963.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.963.000,00 96.963.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0148 | SDN BANTARJATI 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0092 | SDN DEWI SARTIKA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0228 | SMP NEGERI 14 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |14 EE@QSDZiNSAENNDA“AN 0,00 000 | 18.684.280.186,00 |  19.113.894.200,00 60.784.000,00 60.784.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.745.064.186,00 | 19.174.678.200,00 429.614.014,00
KELUARGA BERENCANA
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
DINAS PENGENDALIAN
2 |14 | 2.14.0.00.0.00.15.0000 | PENDUDUK DAN 0,00 000 | 18.684.280.186,00 | 19.113.894.200,00 60.784.000,00 60.784.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.745.064.186,00 | 19.174.678.200,00 429.614.014,00
KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0045 | SDN SITUGEDE 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS SEMPUR 0,00 0,00 1.908.419.834,00 2.487.741.881,00 175.901.041,00 174.615.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084.320.875,00 2.662.357.771,00 578.036.896,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0011 | KELURAHAN MUARASARI 0,00 0,00 374.563.970,00 374.563.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.563.970,00 374.563.970,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0014 | SDN CILENDEK 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0096 | SDN GANG AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0185 | SDN KAYUMANIS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0010 E'IE,\'#UR,\?GHAN LAWANG 0,00 0,00 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0109 | SDN PENGADILAN 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0149 | SDN BANTARJATI 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
PUSKESMAS
1 |02 |1.02000000020024| PIRESIAS 0,00 0,00 3.069.520.205,00 4.011.948.456,00 85.850.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.370.205,00 4.054.348.456,00 898.978.251,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0012 | KELURAHAN MULYAHARJA 0,00 0,00 650.900.000,00 650.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.900.000,00 650.900.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0101 | SDN PABRIK ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 4.01.2.13.2.10.23.0006 Eﬁﬁ@gKESEJAHTERMM 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0164 | SDN CIMAHPAR 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0033 | SDN SELAKOPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0001 | SDN BALUNGBANG JAYA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0002 | PUSKESMAS CIPAKU 0,00 0,00 3.621.617.710,00 4.589.194.050,00 94.619.300,00 225.350.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716.237.010,00 4.814.544.550,00 1.098.307.540,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0019 ?XSEESMAS WARUNG 0,00 0,00 3.313.524.762,00 4.014.511.346,00 132.504.187,00 140.254.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446.028.949,00 4.154.766.072,00 708.737.123,00
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0111 | SDN PERWIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ILDJIRL}JHSA'\ANN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 | 19.085.042.578,00 |  24.790.805.177,00 111.657.200,00 |  8.957.380.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.196.699.778,00 | 33.748.185.377,00 14.551.485.599,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
3 |17 by, 0,00 000 | 17.334.389.712,00 |  18.918.735.821,00 16.657.200,00 16.657.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 17.351.046.912,00 | 18.935.393.021,00 1.584.346.109,00
DINAS KOPERASI, USAHA
3 |17 | 2.17.3.30.3.31.18.0000 | KECIL, MENENGAH, 0,00 000 | 16.336.527.112,00 | 17.677.671.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 16.336.527.112,00 | 17.677.671.471,00 1.341.144.359,00
PERDAGANGAN DAN ' ' ' : : ' ' '
PERINDUSTRIAN
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0004 JKAE#;JRAHAN KEDUNG 0,00 0,00 401.237.945,00 401.237.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.237.945,00 401.237.945,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 ARG 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0017 | SDN CILENDEK TIMUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0154 | SDN CIBULUH 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 B AN DEnaR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 |7.01.2.13.0.00.31.0001 EEEUDTHAN TEGAL 0,00 0,00 107.593.600,00 107.593.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.593.600,00 107.593.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR SN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0226 | SMP NEGERI 12 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0021 Eﬂfﬂﬁis.rMAS ESURS S 0,00 0,00 1.550.180.167,00 1.999.981.859,00 69.302.500,00 48.385.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.482.667,00 2.048.367.659,00 428.884.992,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0138 | SDN SINDANGSARI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0219 | SMP NEGERI 5 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DAL EAN DENAAN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |16 BIDANG KOMUNIKASI DAN 0,00 000 | 19.595.084.89500 | 23.990.948.618,00 15.613.700,00 15.613.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.610.698.595,00 | 24.006.562.318,00 4.395.863.723,00
INFORMATIKA
2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.17.0000 mgggggmgym& DAN 0,00 000 | 19.166.430.99500 | 23.618.128.018,00 15.613.700,00 15.613.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.182.044.69500 | 23.633.741.718,00 4.451.697.023,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 e e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0026 | SDN MARGAJAYA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DAL EAN DENAAN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0013 | KELURAHAN PAKUAN 0,00 0,00 85.970.000,00 85.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.970.000,00 85.970.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0213 | TK NEGERI MEXINDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.35.0009 gingAHAN BABAKAN 0,00 0,00 391.687.900,00 391.687.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.687.900,00 391.687.900,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 e e e ANAN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0072 | SDN LAWANG GINTUNG 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0057 | SDN CIBEUREUM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32 Halaman 32




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0221 | SMP NEGERI 7 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0216 | SMP NEGERI 2 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0227 | SMP NEGERI 13 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0000 gEE:T'\%?\ITAN BOGOR 0,00 0,00 906.076.900,00 798.772.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.076.900,00 798.772.700,00 -107.304.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0144 | SDN BANTARJATI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0183 | SDN JULANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0002 | KELURAHAN 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
BOJONGKERTA , , , , , , , , ,
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0116 | SDN RODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.32.0007 | KELURAHAN GENTENG 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0112 | SDN POLISI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 LBJI'ELA?\%NKPE'ES%E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0020 EXEE/EEMASTANAH 0,00 0,00 3.081.853.199,00 3.403.074.953,00 178.097.700,00 178.097.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259.950.899,00 3.581.172.653,00 321.221.754,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
2 |12 B A T 0,00 000 | 14.585.166.530,00 | 16.347.840.930,00 353.293.100,00 321.893.600,00 0,00 0,00 0,00 000 | 14.938.459.630,00 | 16.669.734.530,00 1.731.274.900,00
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
2 |12 | 212.0000.00.14.0000 | DINAS KEPENDLDUKAN 0,00 000 | 14.585.166.530,00 | 16.347.840.930,00 353.293.100,00 321.893.600,00 0,00 0,00 0,00 000 | 14.938.459.630,00 | 16.669.734.530,00 1.731.274.900,00
UNSUR PENUNJANG
5 R R ERINANG o\ | 2:670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 | 125.249.485.707,00 | 123.377.933.736,00 | 4.176.556.800,00 | 4.466.508.100,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 223.408.571.890,00 | 136.655.191.836,00 -86.753.380.054,00
5 |03 KEPEGAWAIAN 0,00 000 | 24359.354511,00| 23.300.041.251,00 379.162.900,00 379.162.900,00 0,00 0,00 0,00 000 | 24.738517.411,00 | 23.679.204.151,00 -1.059.313.260,00
BADAN KEPEGAWAIAN
5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.28.0000 | DAN PENGEMBANGAN 0,00 000 | 22.030.633.993,00 | 21.072.820.733,00 379.162.900,00 379.162.900,00 0,00 0,00 0,00 000 | 22.409.796.893,00 | 21.451.983.633,00 -957.813.260,00
SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0100 | SDN MALABAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0142 | SDN TAJUR 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0063 | SDN CIPAKU PERUMDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0170 | SDN KAUMSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0007 | SDN CEMPLANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

URUSAN PEMERINTAHAN

2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA

2 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0011 | KELURAHAN MUARASARI 0,00 0,00 85.965.000,00 85.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.965.000,00 85.965.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR

1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00

1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0013 | SDN CIJAHE CURUG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0050 | SDN BATUTULIS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK

2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 11.788.760.339,00 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN

2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA

2 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0009 | KELURAHAN KERTAMAYA 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR

1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00

1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0210 | SDN TANAH SAREAL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0078 | SDN MULYAHARJA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0123 | SDN BANGKA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN

2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN

2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA

2 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0002 [ KELURAHAN CIBOGOR 0,00 0,00 92.325.000,00 92.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.325.000,00 92.325.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR

1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0067 | SDN HARJASARI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0054 | SON BONDONGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
KELURAHAN
2 |01 |7.01213000330007 | S -ORETAN 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |18 BIDANG PENANAMAN 17.505.000.000,00 9.802.561.907,00 |  13.612.080.041,00 |  15.249.410.455,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 13613.580.041,00 | 15.250.910.455,00 1.637.330.414,00
MODAL
DINAS PENANAMAN
2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.19.0000 | MODAL DAN PELAYANAN 17.505.000.000,00 9.802.561.907,00 |  13.612.080.041,00 |  15.249.410.455,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 13.613.580.041,00 | 15.250.910.455,00 1.637.330.414,00
TERPADU SATU PINTU
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0004 ﬁitxﬁéHAN KEDUNG 0,00 0,00 507.425.600,00 566.130.500,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.425.600,00 866.130.500,00 58.704.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0146 | SDN BANTARJATI 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DA lTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 |26 URUSAN PEMERINTAHAN 41.000.000,00 45.000.000,00 | 12.816.579.647,00 |  12.854.199.431,00 114.427.200,00 114.427.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 12.931.006.847,00 | 12.968.626.631,00 37.619.784,00
BIDANG KEBUDAYAAN
2 | 26 | 3.26.2.22.0.00.22.0000 EI'ENB'TJSD'/DA':\(F;'AV‘,GSATADAN 0,00 000 | 11.743.129.347,00 |  11.964.835.431,00 114.427.200,00 114.427.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 11.857.556.547,00 | 12.079.262.631,00 221.706.084,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0007 | KELURAHAN TEGALLEGA 0,00 0,00 469.542.500,00 469.542.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.542.500,00 469.542.500,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00

DASAR

1 |o1 . 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0165 | SDN CIMAHPAR 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0194 | SDN KEDUNG JAYA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0086 | SDN RANCAMAYA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0218 | SMP NEGERI 4 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0180 | SDN BUBULAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 LBJI'ELA?\%NKPEES'\&F;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS BELONG 0,00 0,00 858.959.615,00 1.185.326.135,00 64.469.937,00 64.767.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923.429.552,00 1.250.093.945,00 326.664.393,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0222 | SMP NEGERI 8 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0002 | KELURAHAN BANTARJATI 0,00 0,00 425.532.100,00 426.478.600,00 224.275.000,00 223.328.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.807.100,00 649.807.000,00 -100,00

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN
1 D RN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00

DASAR

1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0073 | SDN LAYUNGSARI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS SEMPLAK 0,00 0,00 3.291.524.176,00 3.891.178.910,00 294.816.000,00 280.789.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586.340.176,00 4.171.967.910,00 585.627.734,00
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0093 | SDN DEWI SARTIKA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0049 | SDN BATUTULIS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0212 | TK NEGERI MOTEKAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0175 | SDN KEDUNG HALANG 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0132 | SDN KATULAMPA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0220 | SMP NEGERI 6 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0012 | KELURAHAN MULYAHARJA 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0008 | KELURAHAN CIBADAK 0,00 0,00 458.742.300,00 618.637.800,00 228.184.000,00 68.288.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.926.300,00 686.926.300,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0077 | SDN MUARASARI 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0007 $EﬁéiﬁMAS BOGOR 0,00 0,00 2.404.915.225,00 2.798.697.994,00 76.063.500,00 107.716.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.978.725,00 2.906.414.494,00 425.435.769,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0002 gEELéZAHAN KEBON 0,00 0,00 456.359.400,00 456.359.400,00 362.031.200,00 362.031.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.390.600,00 818.390.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DA lTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 |01 |7.01.2.13.0.00.35.0011 | KELURAHAN PABATON 0,00 0,00 92.624.600,00 92.624.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.624.600,00 92.624.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0061 | SDN CIPAKU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 DA lTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0006 | KELURAHAN PALEDANG 0,00 0,00 103.478.700,00 103.478.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.478.700,00 103.478.700,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 RSN PETERI AN 0,00 0,00 | 259.967.304.284.00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 |  4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
BAGIAN PROTOKOL DAN
4 |01 |401.213210230001 | ACHAN PROTOKOL DA 0,00 0,00 1.246.057.950,00 1.371.910.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.057.950,00 1.371.910.150,00 125.852.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0102 | SDN PANARAGAN 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0124 | SDN BANTARKEMANG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0118 | SDN SEMPUR KIDUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
2 |17 NIy 0,00 000 | 17.334.389.712,00 | 18.918.735.821,00 16.657.200,00 16.657.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 17.351.046.912,00 | 18.935.393.021,00 1.584.346.109,00
MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA
2 |17 | 2.17.3.30.3.31.18.0000 | KECIL, MENENGAH, 0,00 0,00 770.143.000,00 1.039.296.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.143.000,00 1.039.296.250,00 269.153.250,00
PERDAGANGAN DAN ' ’ ’ ' ' ' ’ ’
PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0230 | SMP NEGERI 16 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
2 | o9 g%&iﬁ“&ﬁ"@iﬂ'\‘m”m 650.000.000,00 700.000.000,00 |  17.981.075.995,00 |  28.718.574.975,00 110.143.000,00 |  8.955.866.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 18.091.218.99500 | 37.674.440.975,00 19.583.221.980,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 | 09 | 2.00.3.27.3.25.12.0000 | DINAS KETAHANAN 650.000.000,00 700.000.000,00 |  16.533.730.429,00 |  22.696.573.369,00 15.143.000,00 15.143.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 16.548.873.429.00 | 22.711.716.369,00 6.162.842.940,00
PANGAN DAN PERTANIAN ' ' ' '

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0006 | KELURAHAN CILUAR 0,00 0,00 431.300.000,00 431.300.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.300.000,00 499.300.000,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN
1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00

DASAR

1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0122 | SDN BABAKAN ASEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 |o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0009 | KELURAHAN KERTAMAYA 0,00 0,00 393.750.000,00 393.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.750.000,00 393.750.000,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00

DASAR

1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0087 | SDN RANGGA MEKAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0031 | SDN PABUARAN CILENDEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0030 | SDN MERDEKA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |o2 g%&iﬁ“;&'\éﬁ'}fﬁ”m 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 |  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANCASAN 0,00 0,00 2.493.699.771,00 3.022.748.142,00 72.000.000,00 44.411.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.565.699.771,00 3.067.159.250,00 501.459.479,00
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0008 | SDN CIBALAGUNG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0036 | SDN SEMERU 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS GANG KELOR 0,00 0,00 2.717.925.910,00 3.671.422.430,00 294.932.431,00 218.592.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.858.341,00 3.890.014.985,00 877.156.644,00
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0104 | SDN PANARAGAN 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah Sebelum

Jumlah Sesudah

Bertambah/Berkurang

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

0,00

0,00

186.127.728.873,00

199.858.416.915,00

18.483.997.749,00

18.017.920.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.611.726.622,00

217.876.337.364,00

13.264.610.742,00

7.01.2.13.0.00.35.0005

KELURAHAN KEBON
KALAPA

0,00

0,00

90.069.600,00

90.069.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.069.600,00

90.069.600,00

0,00

7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR
UTARA

0,00

0,00

6.600.000,00

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

6.600.000,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

445.000.000,00

445.002.500,00

100.197.281.637,00

101.176.974.946,00

102.241.291.521,00

131.925.495.325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.438.573.158,00

233.102.470.271,00

30.663.897.113,00

1.03.0.00.0.00.04.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

445.000.000,00

445.002.500,00

100.197.281.637,00

101.176.974.946,00

102.241.291.521,00

131.925.495.325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.438.573.158,00

233.102.470.271,00

30.663.897.113,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

2.670.321.006.023,00

2.767.988.999.074,00

125.249.485.707,00

123.377.933.736,00

4.176.556.800,00

4.466.508.100,00

92.112.529.383,00

7.150.000.000,00

1.870.000.000,00

1.660.750.000,00

223.408.571.890,00

136.655.191.836,00

-86.753.380.054,00

PERENCANAAN

0,00

0,00

21.147.799.446,00

22.822.225.620,00

97.672.800,00

74.241.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.245.472.246,00

22.896.466.820,00

1.650.994.574,00

5.01.5.05.0.00.25.0000

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

0,00

0,00

293.246.504,00

285.136.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.246.504,00

285.136.400,00

-8.110.104,00

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

0,00

0,00

24.359.354.511,00

23.300.041.251,00

379.162.900,00

379.162.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.738.517.411,00

23.679.204.151,00

-1.059.313.260,00

5.03.5.04.0.00.28.0000

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

0,00

0,00

2.328.720.518,00

2.227.220.518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.328.720.518,00

2.227.220.518,00

-101.500.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

334.926.780.000,00

384.099.423.205,00

1.616.066.109.961,00

1.696.556.391.834,00

288.321.589.152,00

366.630.083.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.387.699.113,00

2.063.186.475.527,00

158.798.776.414,00

0,00

0,00

679.330.491.221,00

652.252.300.676,00

152.143.524.865,00

154.223.394.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.474.016.086,00

806.475.695.641,00

-24.998.320.445,00

1.01.0.00.0.00.01.0202

SDN KUKUPU 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

37.927.358.600,00

31.118.030.404,00

424.603.300.585,00

462.175.376.407,00

11.788.760.339,00

18.238.672.739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.392.060.924,00

480.414.049.146,00

44.021.988.222,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0005 | KELURAHAN CIPARIGI 0,00 0,00 111.137.900,00 111.137.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.137.900,00 111.137.900,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0172 | SDN KEDUNG HALANG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0090 | SDN CIMANGGU KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0064 | SDN CIRANJANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0107 | SDN PENGADILAN 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0058 | SDN CIKARET 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0105 ggggQNARAGAN KIDUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0139 | SDN SINDANGSARI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 LBJI'ELA?\%NKPEES'\&F;'#‘;@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00|  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0018 EBSN*ETEMAS TEGAL 0,00 0,00 2.801.001.468,00 3.393.767.960,00 41.690.900,00 54.411.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842.692.368,00 3.448.179.660,00 605.487.292,00
UNSUR PENDUKUNG
4 RSN PETERI AN 0,00 0,00 | 259.967.304.284.00 | 266.154.099.423,00 | 4.001.719.300,00 |  4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 000 | 263.969.023.584,00 | 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 |o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 | o1 4.01.213.2.10.23.0002 i@fg’?':ﬂﬂﬁﬁgm DAN HAK 0,00 0,00 2.383.702.000,00 2.779.471.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.702.000,00 2.779.471.200,00 395.769.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0041 | SDN SINDANG BARANG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0162 | SDN CILUAR 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0126 | SDN BANTARKEMANG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:32
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.36.0008 | KELURAHAN CIBADAK 0,00 0,00 111.173.700,00 111.173.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.173.700,00 111.173.700,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0011 | KELURAHAN PASIR JAYA 0,00 0,00 476.039.100,00 476.039.100,00 211.001.200,00 211.001.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.040.300,00 687.040.300,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0128 | SDN CIHEULEUT 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0065 [ SDN GENTENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0094 [ SDN EMPANG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0143 | SDN TAJUR 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0034 | SDN SEMERU 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0168 | SDN CIPARIGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0192 | SDN KEDUNG BADAK 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0004 | SDN BUBULAK 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0080 [ SDN PABUARAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0003 | KELURAHAN BONDONGAN 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0130 | SDN DUTA PAKUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0189 | SDN KEBON PEDES 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENGAWASAN
6 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 22.408.285.616,00 25.526.010.629,00 937.420.900,00 964.328.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.345.706.516,00 26.490.339.129,00 3.144.632.613,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
6 | o1 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 000 | 2240828561600 | 25.526.010.629,00 937.420.900,00 964.328.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 23.345.706.516,00 |  26.490.339.129,00 3.144.632.613,00
6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.29.0000 | INSPEKTORAT 0,00 000 | 2240828561600 | 25.526.010.629,00 937.420.900,00 964.328.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 23.345.706.516,00 |  26.490.339.129,00 3.144.632.613,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |01 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0131 | SDN KATULAMPA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 000 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | o1 KECAMATAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0004 | KELURAHAN CIKARET 0,00 0,00 359.956.000,00 362.748.800,00 204.644.000,00 201.851.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.600.000,00 564.600.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 A 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 000 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0215 | SMP NEGERI 1 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0038 | SDN SEMPLAK 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 AN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 | 7.01.2.13.0.00.36.0002 gE'BLéFgAHAN KEBON 0,00 0,00 118.858.600,00 118.858.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.858.600,00 118.858.600,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 D 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |02 LBJELA?\I%NKPEES%E;'}\‘;@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00|  117.159.587.316,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0004 E?NSTKUE“%"AS LAWANG 0,00 0,00 2.201.196.684,00 2.858.857.917,00 23.551.400,00 40.864.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.748.084,00 2.899.722.117,00 674.974.033,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
1|11 DN DAN e AN 14.013.571.600,00 |  14.814.660.497,00 | 119.970.974.379,00 | 120.921.162.739,00 | 5.491.656.329,00 | 14.090.454.729,00 0,00 0,00 0,00 000 | 125.462.630.708,00 | 135.011.617.468,00 9.548.986.760,00
RUANG
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 11 | 2.11.1.03.0.00.13.0000 a:gﬁg LINGKUNGAN 0,00 0,00 4.981.841.760,00 7.113.452.511,00 2.927.328.529,00 6.588.900.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.909.170.289,00 13.702.353.140,00 5.793.182.851,00
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0059 | SDN CIKARET 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.31.0003 | KELURAHAN CIBULUH 0,00 0,00 439.108.600,00 439.108.600,00 203.549.500,00 203.549.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.658.100,00 642.658.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0225 | SMP NEGERI 11 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0156 | SDN CIBULUH 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0001 | KELURAHAN BABAKAN 0,00 0,00 94.716.000,00 94.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.716.000,00 94.716.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0136 [ SDN PAJAJARAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 LBJIIELA?\‘AC‘;NKPEES%E;[:_\E@HAN 332.755.500.000,00 381.659.622.704,00 592.347.639.258,00 665.113.731.585,00 22.276.455.864,00 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.624.095.122,00 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
RUMAH SAKIT UMUM
1 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0001 DAERAH-BLUD 258.885.000.000,00 307.789.122.704,00 263.054.675.016,00 312.174.646.824,00 7.830.324.984,00 | 12.364.657.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.885.000.000,00 324.539.304.673,00 53.654.304.673,00
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0047 | SDN SITUGEDE 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 11.788.760.339,00 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

URUSAN PEMERINTAHAN

2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA

2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0008 | KELURAHAN HARJASARI 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR

1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00

1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0040 | SDN SINDANG BARANG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0203 | SDN PONDOK RUMPUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 |02 LBJIFIQD“/'\?\IAGNKPEES'\I’;E;'}\E@HAN 332.755.500.000,00 | 381.659.622.704,00 | 592.347.639.258,00 | 665.113.731.585,00 | 22.276.455.864,00 | 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 000 | 614.624.095.122,00 | 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00

1 |02 | 1.02.0.00.0.00.02.0017 E?igiSMAS BOGOR 0,00 0,00 4.207.396.398,00 5.202.910.318,00 464.068.000,00 372.940.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.671.464.398,00 5.575.851.124,00 904.386.726,00
URUSAN PEMERINTAHAN

2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR

2 |15 URUSAN PEMERINTAHAN 4.508.787.000,00 4.550.808.000,00 | 103.773.054.830,00 | 114.621.571.882,00 793.394.138,00 793.394.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 104.566.448.968,00 | 115.414.966.020,00 10.848.517.052,00
BIDANG PERHUBUNGAN

2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.16.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 4.508.787.000,00 4.550.808.000,00 | 103.773.054.830,00 | 114.621.571.882,00 793.394.138,00 793.394.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 104.566.448.968,00 | 115.414.966.020,00 10.848.517.052,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR

1 |o1 . 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 000 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00

1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0074 | SDN LAYUNGSARI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK

2 DA lTAN DEnaR N 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 000 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN

2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 000 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA

2 | 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0004 | KELURAHAN GUDANG 0,00 0,00 92.670.000,00 92.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.670.000,00 92.670.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

1 D D AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR

1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0186 | SDN KEBON PEDES 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0001 | KELURAHAN BATUTULIS 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
4 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 259.967.304.284,00 266.154.099.423,00 4.001.719.300,00 4.872.054.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.969.023.584,00 271.026.154.123,00 7.057.130.539,00
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 104.414.696.111,00 116.496.104.244,00 2.809.529.100,00 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.224.225.211,00 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
4 01 | 4.01.2.13.2.10.23.0008 [ BAGIAN UMUM 0,00 0,00 65.457.501.861,00 73.198.803.234,00 2.809.529.100,00 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.267.030.961,00 76.552.553.734,00 8.285.522.773,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0224 | SMP NEGERI 10 BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0016 | KELURAHAN SITU GEDE 0,00 0,00 365.410.100,00 365.410.100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.410.100,00 515.410.100,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0167 | SDN CIMAHPAR 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 LBJIIELA?\‘AC‘;NKPEES%E;[:_\E@HAN 332.755.500.000,00 381.659.622.704,00 592.347.639.258,00 665.113.731.585,00 22.276.455.864,00 66.669.950.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.624.095.122,00 731.783.682.438,00 117.159.587.316,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PASIR MULYA 0,00 0,00 3.232.315.248,00 4.149.031.669,00 278.737.933,00 171.280.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.511.053.181,00 4.320.312.472,00 809.259.291,00
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0141 | SDN TAJUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0184 | SDN KAYUMANIS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 ‘é"éﬁ:&ﬁ’;’\,‘f&ﬁg% 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 104.414.696.111,00 | 116.496.104.244,00 | 2.809.529.100,00 | 3.353.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 107.224.225211,00 | 119.849.854.744,00 12.625.629.533,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01 | 4.01.2.13.2.10.23.0004 | BAGIAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 31.077.800,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.077.800,00 20.400.000,00 -10.677.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0084 | SDN PAMOYANAN 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0103 | SDN PANARAGAN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 B AN DR 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 |7.01.2.13.0.00.33.0001 | KELURAHAN 0,00 0,00 112.324.800,00 112.324.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.324.800,00 112.324.800,00 0,00
B ARANANGSIANG , , 324,800, 324,800, , , , , , , 324,800, 324,800, ,
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 AR AN 334.926.780.000,00 | 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 |  158.798.776.414,00
DASAR
1 |o1 - 0,00 0,00 | 679.330.491.221,00 | 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831.474.016.086,00 | 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0135 | SDN OTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0161 | SDN CILUAR 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01 | 1.01.0.00.0.00.01.0205 | SDN SUKADAMAI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 NN 37.927.358.600,00 |  31.118.030.404,00 | 424.603.300.585,00 | 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 436.392.060.924,00 | 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 | o1 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 000 | 186.127.728.873,00 | 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 204.611.726.622,00 | 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 |01 |7.01.2.13.0.00.32.0015 | KELURAHAN RANCAMAYA 0,00 0,00 85.978.600,00 85.978.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.978.600,00 85.978.600,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 149.097.401.263,00 | 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166.312.355.212,00 | 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0007 E%BRAHAN GUNUNG 0,00 0,00 542.499.900,00 542.499.900,00 142.687.400,00 142.687.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.187.300,00 685.187.300,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0120 [ SDN TEGALLEGA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | o1 |7.01.2.13.0.00.32.0016 | KELURAHAN 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
RANGGAMEKAR ) ) ) ) ) ) ) ) )
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.35.0011 | KELURAHAN PABATON 0,00 0,00 186.801.700,00 186.801.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.801.700,00 186.801.700,00 0,00
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN PEMERINTAHAN 2.670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 125.249.485.707,00 123.377.933.736,00 4.176.556.800,00 4.466.508.100,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 223.408.571.890,00 136.655.191.836,00 -86.753.380.054,00
5 02 KEUANGAN 2.670.321.006.023,00 | 2.767.988.999.074,00 79.742.331.750,00 77.255.666.865,00 3.699.721.100,00 4.013.104.000,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 177.424.582.233,00 90.079.520.865,00 -87.345.061.368,00
BADAN PENDAPATAN
5 02 | 5.02.0.00.0.00.27.0000 DAERAH 1.016.572.839.000,00 992.688.105.138,00 47.610.454.322,00 46.956.925.836,00 819.304.000,00 819.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.429.758.322,00 47.776.229.836,00 -653.528.486,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0110 | SDN PENGADILAN 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.34.0012 | KELURAHAN PASIR KUDA 0,00 0,00 611.561.970,00 611.561.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.561.970,00 611.561.970,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0009 | SDN CIBALAGUNG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0076 | SDN MUARASARI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 17.214.953.949,00 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 01 | 7.01.2.13.0.00.32.0006 | KELURAHAN EMPANG 0,00 0,00 781.400.000,00 781.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.400.000,00 781.400.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0166 | SDN CIMAHPAR 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0066 | SDN LOJI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0083 | SDN PAMOYANAN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0208 [ SDN SUKARESMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN 37.927.358.600,00 31.118.030.404,00 424.603.300.585,00 462.175.376.407,00 | 11.788.760.339,00 | 18.238.672.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.392.060.924,00 480.414.049.146,00 44.021.988.222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 01 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 18.483.997.749,00 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 01 | 7.01.2.13.0.00.33.0004 | KELURAHAN TAJUR 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0187 | SDN KEBON PEDES 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 149.097.401.263,00 159.550.603.741,00 | 17.214.953.949,00 | 16.748.876.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.312.355.212,00 176.299.480.390,00 9.987.125.178,00
7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 186.127.728.873,00 199.858.416.915,00 | 18.483.997.749,00 | 18.017.920.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.611.726.622,00 217.876.337.364,00 13.264.610.742,00
7 | o1 | 7.01.2.13.0.00.33.0000 $|EMCLfRMATAN BOGOR 0,00 000 | 1622227214400 |  18.228.001.076,00 866.796.000,00 716.235.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17.089.068.144,00 |  18.944.236.776,00 1.855.168.632,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN 334.926.780.000,00 384.099.423.205,00 | 1.616.066.109.961,00 | 1.696.556.391.834,00 | 288.321.589.152,00 | 366.630.083.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.904.387.699.113,00 | 2.063.186.475.527,00 158.798.776.414,00
DASAR
1 01 - 0,00 0,00 679.330.491.221,00 652.252.300.676,00 | 152.143.524.865,00 | 154.223.394.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.474.016.086,00 806.475.695.641,00 -24.998.320.445,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0089 [ SDN BABAKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operas| Modal Tidak Terduga Transfer
Jumilah Sebelum Jumiah bah/Berk a
Sobelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebel
URUSAN PEMERINTAHAN
2 oo AL 37.027.358.60000 | 3111803040400 | 424 60330058500 | 462.175376407.00 | 11.788.760.338,00 | 18.236.672.739.00 0,00 0,00 0.00 000 | 435392.06092400 | 480.414.049.146.00 44.021.688 222,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 |ot BIDANG PEMBERDAYAAN 000 000 | 186.127.728873,00 | 199.858.41691500 | 1B.483.957.749,00 | 18.017.920.449,00 0.00 0.00 000 000 | 20461172662200 | 217.876.337.364.00 13.264 610,742,00
MASYARAKAT DAN DESA
2 | 01| 701.213000320010 EIE;.}JS;SM LAWANG 0.00 0,00 85.995.000,00 85.995.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 85.995.000,00 85.995.000,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0.00 0.00 | 149.097.40126300 | 150.550.603.741,00 | 17.214.953.949.00 | 16.748.876 649,00 0.00 0.00 0,00 000 | 16631235521200 | 176.299.480.390,00 9.087.125 178,00
7 | 01 | 701.213.00031 0000 | KECAMATAN BOGOR 0.00 000 1948516045900 | 2118933331500 | 1632.873.500,00 | 1,632 87350000 0,00 0.00 0,00 000 | 2111803395000 | 2282220681500 1.704.172.856,00
URUSAN PEMERINTAHAN
2 N K 37.027358.60000 | 31118030.40400 | 424.603.300.58500 | 462.175.376407,00 | 11.788.760339,00 | 18.238,672.739,00 0,00 0.00 0,00 000 | 435302.060.92400 | 480.414.049.145,00 44.021.986.222,00
PELAYANAN DASAR
2 |01 | 7.01.2.13.0.00.350010 | KELURAHAN PANARAGAN 0,00 0.00 92 670.000,00 92 670.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.670.000,00 92.670.000,00 000
TOTAL 3.043.216.144.623,00 | 3.183.251.452.683,00 | 2.695.303.160.764,00 | 2.840.435.446.865,00 | 327.782.083.340,00 | 422.107.330.281,00 | 92.112.529.383,00 | 7.150.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.660.750.000,00 | 3.117.067.773.487,00 | 3.271.353.527.146,00 |  154.285.753.659,00
Kota Bogor, 30 September 2024
P} Walikota
HERY ANTASARI
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Lampiran 11 : Peraturan Daerah
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024

KOTA BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

3.043.216.144.623,0 | 3.183.251.452.683,0

4 PENDAPATAN DAERAH 0 0
a1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.437.509.600.344,8 1.461.100.063.862,8
4.1.01 Pajak Daerah 1'016'572'839'000’8 984.800.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 374.259.143.423,00 | 417.231.785.419,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.03 yang Dipisahkan 33.064.860.644,00 34.537.163.762,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.612.757.277,00 24.531.114.681,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.605.706.544.279,8 1.722.151.388.821,8
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1'297'598'702'000’8 1'370'807'157'566’8
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 308.107.842.279,00 351.344.231.255,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Program

:1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.860.000,00 67.660.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 427.518.862.550,00 | 419.738.085.517,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 75.240.000,00 75.240.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.900,00 999.900,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.302.500,00 162.302.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.686.100,00 122.686.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.975.000,00 216.225.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.841.000,00 14.841.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.665.831.000,00 1.734.511.400,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.961.000,00 2.280.961.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 388.289.800,00 380.621.300,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

387.660.835,00

387.660.835,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.056.175.592,00 2.138.899.912,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.900.000,00 141.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.125.000,00 369.125.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.528.846.000,00 600.000.000,00
Program :1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: APK SMP/ MTs/ Paket B
APK SD / MI/ Paket A
APK PAUD/ RA

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik

Persentase SD Terakreditasi A
Persentase Sekolah (SD) Sehat (%)

Persentase siswa SD miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Miskin
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.909.900,00 3.909.900,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 596.090.100,00 596.090.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.119.800,00 2.119.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 997.880.200,00 997.880.200,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.945.300,00 166.945.300,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.031.681.300,00 1.470.681.300,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 591.642.320,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.830.522.900,00 3.238.880.580,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.831.832.400,00 5.265.064.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.896.500,00 3.010.896.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 21.569.820.000,00 21.772.320.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 261.500.000,00 261.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.515.700,00 235.515.700,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.154.534.240,00 2.906.411.440,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.210.800,00 502.210.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

332.316.600,00

332.316.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 39.840.000,00 39.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.639.486.721,00 84.337.234.541,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.066.622.061,00 19.111.622.061,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.304.268.058,00 7.304.268.058,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.919.600,00 818.919.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.296.000,00 7.296.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.192.704.000,00 11.192.704.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.020.600,00 824.020.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.480.000,00 7.480.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.774.200,00 22.774.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.179.892.096,00 28.432.109.096,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik

Persentase Sekolah (SMP) Sehat (%)

Persentase siswa SMP miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Miskin

Persentase SMP Terakreditasi A

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 90.720.000,00 44.640.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.160.100,00 262.124.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.069.493.321,00 56.317.183.321,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.837.500,00 13.837.500,00
5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.358.844.668,00 7.978.844.668,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.088.800,00 9.088.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.377.740.000,00 1.377.740.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.861.500,00 16.861.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 987.543.690,00 987.543.690,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 31.207.190.000,00 31.815.640.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.108.250.000,00 3.728.596.000,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.370.347.600,00 1.350.347.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.369.588.360,00 2.369.588.360,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.440.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.794.800,00 658.794.800,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.451.100,00 522.451.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.834.650.571,00 29.527.528.819,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.831.189.313,00 4.908.189.313,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.628.546.200,00 1.628.546.200,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.148.500,00 456.058.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.460.800,00 544.460.800,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Persentase Sarana Prasarana PAUD/TK berkondisi baik

Persentase Sekolah (PAUD/TK) Sehat

Persentase TK Terakreditasi A

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.600.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 297.840.000,00 297.840.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 110.380.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 240.703.000,00 103.723.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.822.500,00 4.822.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.874.000,00 278.874.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.376.152,00 623.779.552,00
5.1.05 Belanja Hibah 9.024.260.000,00 9.114.260.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 30.240.000,00 30.240.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.119.200.000,00 5.119.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.198.000,00 931.198.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.926.600,00 265.728.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.719.000,00 158.719.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.341.000,00 76.341.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.705.400,00 417.705.400,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakredita

Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.550.000,00 1.226.050.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 15.462.870.000,00 15.642.870.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.151.000.000,00 1.151.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

1.053.600.000,00

1.053.599.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.874.100,00 231.873.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.480.800,00 146.480.800,00
5.1.05 Belanja Hibah 590.000.000,00 590.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.567.400,00 162.567.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.002.600,00 244.002.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.197.000,00 92.197.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.063.400,00 3.063.400,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 202.482.800,00 202.482.800,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 447.981.358,00 447.981.358,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.438.800,00 176.438.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.000.000,00 980.000.000,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.536.800,00 104.536.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 15



5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.731.300,00 54.731.300,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 103.939.432.778,00 | 104.944.091.356,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.450.000,00 299.450.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 1.196.000.000,00 1.196.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 64.200.000,00 64.200.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.392.500,00 316.392.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.317.570,00 326.317.570,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.902.575,00 288.902.575,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.250.100,00 1.297.155.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.150.000,00 867.560.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 956.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 577.055.583,00
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5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.855.483,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.309.752.900,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 516.653.300,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 513.660.300,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.708.100,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 314.971.499,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 989.046.998,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

698.200.000,00

698.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.421.490.072,00 1.421.490.072,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.100.000,00 455.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.203.500,00 514.203.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 22.680.000,00 22.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.170.000,00 1.113.170.000,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Prevalensi Hipertensi
Akses jamban sehat
Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional
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Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 64.920.000,00 0,00
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 56.760.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.715.800,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.715.800,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.625.510.000,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 4.625.510.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai

Standar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.814.000,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.758.490,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 99.688.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh

Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.010.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 17.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.231.200,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 991.231.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.010.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 17.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.644.000,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 762.644.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00 0,00
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.049.589,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.042.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.119.285.584,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.289.292.673,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 23.970.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 23.970.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.103.900,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 372.703.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.855.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 32.400.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 32.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.885.569.747,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.400.302.280,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.692.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.765.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke
Fasilitas Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 112.498.200,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.649.900,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.527.800,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.699.900,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 183.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran

: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.499.800,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.799.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.849.900,00 0,00
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.756.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.356.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.717.800,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.748.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.392.200,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.613.467.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

26.280.000,00

0,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

26.280.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.684.032.136,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

dan/atau Berpotensi Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.800.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 310.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.187.181.900,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.775.252.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.765.900,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.829.000,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.507.500,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.115.671.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.520.500,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 395.738.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional

Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional

Lainnya
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.999.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.775.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.917.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.610.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.995.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 76.117.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.206.967.105,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 45.320.000,00 0,00

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 45.320.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.611.188.911,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.992.412.797,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

Indikator Keluaran

: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.680.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.559.400,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 325.566.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.305.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.610.900,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 134.220.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 29.160.000,00 0,00
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 29.160.000,00
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

253.049.700,00

0,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

99.569.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu

Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.270.330,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 559.270.330,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Indikator Keluaran

: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.358.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

123.747.000,00

Kegiatan

1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Kabupaten/Kota

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 46.800.000,00 0,00
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 46.800.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.548.927.200,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.611.907.200,00
Kegiatan :1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.360.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 141.263.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.111.400,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.111.400,00

Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)

Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan

Kegiatan

:1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga

Kesehatan
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik

Tenaga Kesehatan

di Wilayah Kabupaten/Kota

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00
Kegiatan :1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

Indikator Keluaran

: Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.237.200,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.237.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.308.151.440,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.192.993.040,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Daerah Kabupaten/Kota

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.811.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 188.407.500,00
Kegiatan :1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.394.842.390,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.463.000,00 0,00
Program :1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase Penggunaan Obat Rasional
Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kis 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan
Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan

Kegiatan

:1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.251.600,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.981.600,00
Kegiatan 1 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu
Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.185.200,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.185.200,00
Kegiatan :1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai 1zin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.890.400,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 437.777.400,00
Kegiatan :1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.591.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.191.000,00
Kegiatan :1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Indikator Keluaran

: Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.999.900,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.999.900,00
Kegiatan :1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan

Minuman Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Indikator Keluaran

: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 190.514.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 56.968.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber
Sub Kegiatan :1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.053.200,00 163.300.000,00
Keai :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
egiatan
Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran : Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri
. :1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Sub Kegiatan
Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 33.810.000,00 33.810.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.569.304.000,00 13.587.354.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Unit Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS BOGOR SELATAN
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Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.697.952.416,00 2.497.952.416,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.183.894,00 1.545.183.894,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 226.006.893,00 299.645.070,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

15.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.887.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.175.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.240.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.427.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.800.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 38



5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.975.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS CIPAKU

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.264.720.002,00 2.264.720.002,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.897.708,00 1.227.294.528,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.619.300,00 225.350.500,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
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Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.450.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.550.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

405.431.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.950.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.875.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.190.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 279.333.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 188.900.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri
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Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.075.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BONDONGAN

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.776.207.299,00 1.776.207.299,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.845.812,00 1.462.845.812,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 41.942.568,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 44



Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 151.715.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.975.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.490.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

207.043.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.650.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.100.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.450.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.888.900,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.888.900,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.969.756,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.969.756,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.967.800,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.967.800,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

- - 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.312.800,00

Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 16.467.200,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.760.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.564.740.637,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.564.740.637,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 439.353.560,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.836.047,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 27.551.400,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.551.400,00 0,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Akses jamban sehat

Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.633.544,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.633.544,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.150.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 127.799.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.475.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.640.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.562.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.400.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 131.300.000,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.375.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS BOGOR TIMUR

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 53



Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.537.412.375,00 2.560.755.664,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.081.662.106,00 2.086.106.432,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.699.127,00 299.237.880,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan lbu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lIbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.350.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 179.399.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.175.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 58.390.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 174.673.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.400.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.975.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
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Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS PULO ARMYN

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.369.088.691,00 1.369.088.691,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.165.306.711,00 1.133.781.151,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.600.000,00 111.288.667,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

19.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.550.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 194.327.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.475.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.190.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 255.780.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

1.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.750.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.400.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.000.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.375.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS BOGOR TENGAH

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 347.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.063.500,00 76.716.500,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.936.500,00 72.936.500,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
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Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.455.290.245,00 1.455.290.245,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 844.688.480,00 874.962.729,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00 31.000.000,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.859.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.875.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.620.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 192.607.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.050.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.200.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.975.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS SEMPUR

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.126.400,00 24.126.400,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 45.703.700,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.018.873,00 1.050.018.873,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.778.561,00 740.376.088,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.814.941,00 114.245.890,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Akses jamban sehat

Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19
Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.086.100,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.666.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman

di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.496.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 65.391.000,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

111.731.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.775.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.340.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 207.583.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 113.900.000,00
Kegiatan :1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
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KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

. 0,00 0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS GANG AUT

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.800,00 4.610.800,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.928.500,00 52.928.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.925.700,00 11.925.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.540.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

- - 0,00 0,00

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 15.000.000,00

Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.325.000,00 9.325.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00 4.830.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 892.303.066,00 892.303.066,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.208.772,00 426.593.871,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.000.000,00 38.000.000,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19
Prevalensi Hipertensi

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Persentase Balita berstatus gizi normal
Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh

Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.840.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.840.000,00 0,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 106.895.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.475.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.590.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

175.585.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.050.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.800.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.975.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS BELONG

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.729.300,00 8.729.300,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.207.688,00 19.522.688,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.103.900,00 9.103.900,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.293.600,00 1.293.600,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.060.100,00 7.060.100,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.286.000,00 26.286.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

JUMLAH
URAIAN

DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH

- 0,00 0,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00 5.610.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 555.356.520,00 555.356.520,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.071.195,00 192.071.195,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.401.837,00 27.699.710,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Prevalensi Hipertensi

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Persentase Balita berstatus gizi normal
Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19

Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh

Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.438.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.438.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
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JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.722.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.722.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman

di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.834.412,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.834.412,00 0,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.807.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.950.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.380.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.279.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.100.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.050.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MERDEKA

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.231.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.231.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.890.275,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.890.275,00 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.301.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.301.000,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.025.400,00 30.462.333,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.915.992,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.912.325,00 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.621.539.428,00 1.621.539.428,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.301.045,00 703.432.289,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.218.600,00 87.125.695,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Akses jamban sehat

Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19
Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 172.571.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.375.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.940.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

250.938.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 900.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.900.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

JUMLAH
URAIAN

SEBELUM SESUDAH

DASAR HUKUM

. 0,00 0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS SEMPLAK

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

JUMLAH
URAIAN

SEBELUM SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.838.455.223,00 1.838.455.223,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.453.068.953,00 1.401.914.167,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 294.816.000,00 280.789.000,00

Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 161.771.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

12.175.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.890.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 206.323.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.250.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 111.200.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS PANCASAN

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
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Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.462.882.945,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.397.882.945,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.058.099.677,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.095.816.826,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 44.411.108,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 0,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan lbu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lIbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.955.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.975.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.390.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 171.670.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.200.000,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.750.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS PASIR MULYA

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.834.680.000,00 2.097.844.272,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.397.635.248,00 1.398.881.877,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.737.933,00 171.280.803,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Prevalensi Hipertensi
Persentase Balita berstatus gizi normal
Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.050.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.907.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.175.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.240.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

207.583.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.150.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.900.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS GANG KELOR

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.769.594.580,00 1.784.114.580,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.331.330,00 948.331.330,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 294.932.431,00 218.592.555,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lIbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.150.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 401.363.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.640.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 208.598.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.700.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS SINDANG BARANG

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.001.424.619,00 3.001.424.619,00
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.090.134,00 1.398.945.948,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.868.096,00 174.868.096,00

Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian lbu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN DASAR HUKUM

SEBELUM SESUDAH
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

38.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 533.159.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.950.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.575.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.440.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 279.233.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.900.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 208.400.000,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.075.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
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Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS BOGOR UTARA

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.482.629.778,00
5.1.01 Belanja Pegawai 2.482.629.778,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.824.959.020,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.724.766.620,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 372.940.806,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 464.068.000,00 0,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

324.383.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.775.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.290.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 209.023.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.850.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.300.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.873.200,00 4.873.200,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.497.900,00 15.497.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.215.500,00 4.843.200,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.290.900,00 41.011.700,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.648.625,00 60.948.220,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.030.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.021.923.507,00 2.021.923.507,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.409.543,00 655.154.620,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.400.000,00 13.400.000,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Akses jamban sehat

Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19
Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.433.193,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.781.793,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.450.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.987.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.740.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.413.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.200.000,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.975.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS WARUNG JAMBU

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.971.647.376,00 1.971.647.376,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.877.386,00 1.279.626.450,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.504.187,00 140.254.726,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Akses sanitasi terhadap air bersih
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Prevalensi Hipertensi
Persentase Balita berstatus gizi normal
Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.950.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 170.099.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.775.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.640.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

208.123.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 161.600.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS TANAH SAREAL

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.702.020.000,00 1.702.020.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.833.199,00 1.370.061.433,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.097.700,00 178.097.700,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan lbu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.995.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.950.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.675.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.940.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 142.483.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.000.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.275.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS PONDOK RUMPUT

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.358.000,00 22.318.200,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.357.900,00 35.989.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.202.000,00 21.745.300,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.388.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.521.900,00 39.605.200,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 14.664.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.360.000,00 31.690.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 930.518.379,00 930.518.379,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.861.506,00 214.419.555,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 0,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Akses jamban sehat

Persentase Balita berstatus gizi normal

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.624.200,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.997.300,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.780.600,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.780.600,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan
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: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran yang disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.898.182,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 229.910.905,00
Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan |bu Hamil yang mendapatkan pelayanan lbu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil
Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.200.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 194.423.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.950.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.775.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.390.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 134.177.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.200.000,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.050.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS KEDUNG BADAK

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 136



Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.852.135.569,00 1.852.135.569,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.036.791.945,00 1.113.969.039,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.486.600,00 91.486.600,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.300.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-02 08:50:52

Halaman 137



Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

347.411.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.875.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.890.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 212.458.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.300.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri
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Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS KAYU MANIS

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.650.760.000,00 1.650.760.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.364.505,00 1.178.364.505,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000,00 158.961.682,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Case Fatality Rate Covid-19

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Akses sanitasi terhadap air bersih

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Hipertensi

Persentase Balita berstatus gizi normal

Akses jamban sehat

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Persentase imunisasi Covid-19

Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Prevalensi Covid-19

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.450.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.947.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.490.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.490.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

205.028.520,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.350.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 135.500.000,00
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Predikat Kota Sehat

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.675.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS MEKARWANGI

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.162.981,00 1.923.982.839,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.357.224,00 1.262.268.097,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.850.000,00 42.400.000,00
Program :1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN